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ABSTRAK

DASAR HUKUM

CATATAN

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan InformasI Hukum Nasional, 
yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yangtugas dan fungsinya 
menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada 
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi 
jaringan dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungannya; bahwa 
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelotaan dan Pelayanan Informasi Publik dl 
Ungkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan 
pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu 
ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan dokumentasi dan informasi 
hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi; bahwa 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang 
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.

; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasionai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemchhan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provmsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPUAahun 2016
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 
umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 36/HK.04-Kpt/3275/KPU- 
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